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BUP4, { KABUPATEN ACEH SINGKIL

SINGEKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 12 TAHUN 2000

TIENEANG

SUSUNA! ORGANISASI DAN TATA KZR7A DINAS PEKERJAAN UMUM

M imbang

Mengingat

10.

CIPTA KARYA KABUPAIEN CEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEI SINGKIL

bahwa dengan semakin paszizia perkembangan tugas pemerintaban  dan
pembangunan  dibidang Poiegizan Umum, maka  unmuk  kelancaran
penyelenggaraan pemerintzkzn  szcara berdaya guna daa berhasil guna
direndang perlu melakukan pemieharan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaien
Acsh Singkil.

bahwa untuk maksud tersebez, © -1 dizziapkan dalam suatu Peraturan Daeral

Undang-undang Nomor 11 Tzh- 1572, tentang Pengairan (Lembaran Negara

1 un 1974 Nomor 65, Tambahzn _embaran Negara Nomor 3046);
dang-undang Nomor 13 Tahun 1580, tentang Jalan (Lembaran Negora

Trhun 1974 Nomor 83, Tambtzran Lembaran Negara Nomor 3046);

L dang-undang Nomor 4 Tahur 1592, tentang Perumahan dan Pemukiman

(Lombaran Negara Tahun 1552 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3469);

Undang-undang Nomor 24 Tzhur 1992, lentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor :!3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301 »;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, fentang Pembentukan Kabisain

Daerah Tingkat 1T Aceh Singk:!

Undang-undang Nomor 12 Tzhun 1999 tentang Pemecrintahan Tocran

{Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran * zzo:

Momor 3037),

btuan Pemeritalt Nomor 22 Talun 1982 lentang Pengandm

v nbaran Negara Talwn 1952 Nomor 37, Tambahan Lembaras o oo

amor 3225);

1 iaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaras nnng

Talun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 322¢

Peraturan Pemerintah Nemor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaczs Mo

Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penporshisy Ko in

Lresan Pemerintabion & Pldang Pelerizsan Unniy K =padl

regara lahun 1987 Nomor 28, Tambahan Lembaran Ne



11.

12.

13.

14.

I5

16

17

18

19

20

21.

22

23

“eraturan Pemerintah Nomer 20 Tal n 1990 tentang Pengendalian Pencemaran

r (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
{‘ocmor 3409,

et Pemckinial MNomor 35 Talisn 1991 tentoma Baw =il
Labkg 1992 Somop 14 umtbaian Lembaran MNeégara Non EERS
Perpturan Pemsrimeah Momor 3% Talnm 1991 tenteng Mg
Fahian 1991 Nomor 24, Tambahan Lembaran egars MNomar 344
Perturan Pemerin el Mesmor 45 Taliun 1997 tentana | CEN R A L e A

Laacrah dengan Titik Beral Pada Dacrah Tingkat 11 (Lembaran Megira Tabs
7, Tambahan Lembaran Negara Nemor 348

+

Eeputiann - Preslden  SNomor 44 Toahup 1974

1992 Womor 7
{eTilami i
| --'jl-'l.' TN

~>putusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
Jcpartemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomeor 58 Tahun 1994;
I'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan
l'iasarana Lingkungan Ulilitas Umum dan Fasilitas Sosial Peramahan Kepada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteti Peker (an Ustim Nomor S8PRT159 tentang Pelaksanaan

Pemyerdhoan Sebajgian Liusan Pemerintabzn di Bllasg Pekejaan Umum
Feepada Pemerinlah Tingkat [ dan Pemerntah Tomekat [

Peanwan  Mantori  Pelomjaan Umum § 58PRT/1991 tentang
Pesyelengparaan Pembimadn Teknm dan Pengawasss Teknis Bidang Pekerjaan

Linmen Kepoda Dinas Pekemgaan Ui .
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola
(rganisasi Dinas Daerah;

“.eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992

-lan Tala Kerja Departemen Dalam Negeri;

»cputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993

1 merintah Daerahdan Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994

dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah:

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN
JRGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA
ARYA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BABI
Ketentuan Unum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

b, Pemerintahan Dacrah adalan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

Bupali Kepala Daerah adalah i3upati Aceh Singkil.



d ewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
“abupaten Aceh Stngkil.

¢. i’nas Pekerjaan Umum Cipta Karys adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta
w.arya Kabupaten Aceh Singkil

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh

Singkil.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Kabupaten Aceh Singkil.

BAB INT
Bagian Pertam:
Kedudukan, Tugas dan “"ungsi
Pasal 3

(1). Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karva adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di Bidang Cipta Karya. '

(2). Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Dinas, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal £

Dins Pekejaan Umum Cipta “‘ana mempunyai tugas menyelenggarakan
$:1 . qun urusan rumah tangga Dacrah dan tugas pembantuan diberikan oleh
pew:iintah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Cipta Karya.

Pasal §

Untk menyelenggarakan tugas sebo_.imana dimaksud pada Pasal 3, Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan,
pembinaan, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan
vang ditetapkan Bupati.

b Pengawasan dan pengendalian tcknis dibidang Cipta Karya sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan olch Bupati Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

¢. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisast
Pasal 6

(1). Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :
Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Tata Ruang

Seksi Bangunan

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

°cpo oW



I. Cabang Binas.
g Unit Pelaksana Teknis Dinas (UFTD).
. Kelompok Jabatan Fur;,  -al.
{- «gan Susunan Organisasi Dinus “ckerjaan Umum Cipia Karya, adalah
‘bagaimana (ercantum pada lampiran Keputusan ini.

Paragraf Satu
Sub Bagian Tata Usaha
Pnsal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum,
kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 8

Un % melaksanakan tugas sebgaimana ‘imaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata

L:. . mempunyai fungsi

a. ‘enyusunan Anggaran, program din pelaporan serta Pembinaan Organisasi
Aan Tata Laksana.

b. ingelolaan adminisirasi kepegawaian, keuangan, peralatan, rumah tangga,
pemyusunan program, dokumentasi dan kepustakaan.

¢. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat evaluasi dan
penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Umum.

~D. Tlrusan Kepegawaian.
¢ . nsan Keuangan.

Pasal 10

(1).  Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat kearstpan,
ckpedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas,
peralatan dan perlengkapan Kantor serta Inventarisasi.

(2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan
administrasi Kepegawaian menyusun pedoman dan petujuk ketatalaksanaan,
rlokumentasi, kepusiahaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan
masyarakat,

(+;  Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administasi
keuangan yang meliputi pe::m1svnan anggaran, pembukuan, pertanggung
12waban scrta laporan keuangan,

Paragraf Dua
Scksl Tata Ruang
Pasal 11

Seksi Tala Ruang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang Tata Ruang,



Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Tata
Ruang mempunyai fungst :

a.

b.

Pelaksanaan pengumpulan anabisa dan dokumentasi data perkembangan Tata
Ruang Wilayah Kota dan Dazrah serta Survey dan pemetaan Ruang,.
Pelaksanaan perencanaan tala ruang, pemantauan, dan evaluasi perkembangan
tata raang wilaya kota dan Daerah.

Pengendalian dan penelitian permohanan izin prinsip tata ruan.

Pasal 13

Scks’ Tata Ruang terdiri dari :

a.
b.

C.

(1.

<ub Seksi Survey dan Pemetaan
$1ib Seksi Perencanaan Tata Ruang,
Sub Seksi Perizinan Tata Ruang.

Pasal 14

Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah,
dan mendokumentasikan data dan informasi tentang perkembangan tala
ruang wilayah kota dan Daerah, melakukan Pemctaan, pengukuran dan
pengaturan ketentuan. Teknis Sun 2y serta Pemetaan dalam rangka Penataan
Huang. !

Sub  Sekst Perencanaan tata r.ang mempunyai fugas nelaksanakan
perencanaan tata ruang, pernanian. - dan evaluasi perkembangan tfata ruang
wilayah kota dan daerah.

Sub Seksi Perizinan tata ruang mempunyai tugas melaksnakan pengendalian
dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang yang meliputi petunjuk,
lata cara, penelaahan serta pengukuran dilapangan.

Paragral Tiga
Seks| Bangunan
Pasal 15

Schsi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan
Umuim Cipta Karya Aceh Singkit di bidang Pembinaan Bangunan.

Fasal 16

Unni menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Sckst
Bangunan mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan bantuan teknis, pengawasan, dan pengendalian perencanaan.
pelaksnaan pembangunan, renopasi, pemeriksaan keamapan dan keselamaiz:
bangunan Gedung Pemerintah serta bangunan umum.

Pelaksanaan Pengelolaan perizinan bangunan serta penomosan dan rzgistas.
bangunan.

Pelaksanaan pengawasan, peneitiban, pendataan inventarisasi, pezz:zrm
pemanfaatan bangunan Gedung Ncgara dan Rumak Dinas, pencrtibas i .ni

"nnd serta tanda bukh pemilikar ©. -sunan,



Pasal 17

Sekst Bangunan terdiri dari -

4 Sub Seksi Tata Bangunan.

b, Sub Seksi Izin Bangunan.

¢ Sub Scksi Pengawasan Bangunan,

Pasal 18

{1, sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis
antuan teknik, dan pengendaliin perencanaan, pengawasan dan kegiatan
mbangunan baru, renovasi dan pemeriksaan terhadap keamanan dan

keselamatan bangunan gedung Pemerintah serta bangunan umum.

(2). Sub Seksi Izin Bangunan mempunyal lures malahioeakan penetitlen ferhads
administrasi, teknis bagi permohmun nn mendiban b S petizinan
bangunan , proses pemberian perizin bansinin s=ris penomoran dan repiatras

pada bangunan yang telah selesai dibangun.
(3). Sub  Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan penertiban bangunan, pendataan, inventarisasi, pengaturan

pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta penerbitan Izin
I aik Huni dan Tanda Bukti Pemil kan Bangunan.

Paragral Empat
Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 19
acksl Perumahan dan Penvehatan Lingbungan mempunyai tugas melaksanakan
selragian (ugas Dinas Fekegaan Unum Cipta Rarva Dacrali dibidang perumahan
dan pemvetiatan linglongan

Pasal 20

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi

Pcimmahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai funpsi :

N <laksanaan Pengaturan, Perencanaan Teknis, pengawasan dan pengendalian
'ombangunan perumahan massal beserta prasana lingkungannya serta
iengelolaan Izin laik huni dan pengaturan penghunian rumah dinas;

b. Perencaan teknis, pengawarn, pengendalian pembangunan, rehabilitasi
pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan

¢ Perencanaan tekhnis, pengawasan dan pengendalian  pembangunan,

rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan,
pertamanan dan pemakaman.

Pasal 21

. -i Perumahan dan Penvchalan Lingkungan terdiri dari :
:b Seksi Perumahan;
ub Scksi Penvehatan Lingkungan -

¢ .ub Schsi Kebersihan dan Petamay .. -



(3)

(1;

(2)
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perencanaan teknis,pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan
massal, prasarana lingkungannyva. pengelolaan Izin Laik Huni serta
pengaturan penghunian Rumah Dinas,

“ub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan survey
dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan
oelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengglolaan, pemeliharaan
sirana dan prasarana air bersih serta zir buangan.

w0 Seksi Kebersihan dan Pertamianan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan teknis, pengawasan. pengendalian, pelaksanaan kegiatan
pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan prasarana dan sarana
kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Paragraf Lima
Cabang Dinas
Pasal 23

"ada organisasi Dinas Pekerjaan L num Cipta Karya Daerah Pola Minimal
Jan Pola Maksimal, dapat diber 1k 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerzh

Pembentukan Cabang Dinas Pekerinan Umum Cipta Karya sebagaimana
dimaksud ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan
memenuhi criteria yang ditetapkan oleh Mentri Dalam Negeri.

Paragraf Enam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Pola minimal
lan Pola Maksimal, dapat dibentuk @ (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD).

1 Yembentukan UPTD sebagaimana ¢imaksud ayat (1) berdasarkan kebutohan

inas Pekerjaan Umum Cipta 'larya Daerah yang bersangkutan dan
memenuhi criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Tujuh
Ketompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.



BAB IV
PENGANGRATAN DALAM JABATAN
Pasal 26

{1, Kepala Dinas Pckerjaan Umum Cipra Karya dianghal dan Jiverhentibaz oien
“tubemnur Kepalz Dacrah Istimewa . -h atas usul Bupat;,

(2} ..vpala Cabang Dinas dan Kepala ' 1 Pelaksain Teknis Dinas dianghst dan
liberhentikan oleh Bupati atas usul * -pala Din

BAB V
TATA KERJA
Pasal 27
{nbanh mefikeadiskan fugs Dinas Peherjiin
‘abplmaies Teknly Dimws, Belemmpok Jabalan

i T soondinad bak dalam
anta buruzm Orgamsns: scsuai dengan (ugas masmg-masmg

Pasal 28

{1)  Kepala Dinas melaksanakan tugasaya berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati,

(2} Kepala Dinas diwajibkan memberinan petunjuk, membina, membimbing
dan menyelesaikan pekerjaan unsii-unsur pembantu dan pelaksana yang
Iwrada dalam lingkungan dinasnya.

(3) Sciiap Pimpinan Orpanisasi dilingkungan dinas wajib melaksannkan
Penpawasan Melekar (Waskat)

Pasal 29
\pabals Kepdls Dhinae thloh depar mesyalankan tugasnya karena berhalangan,
kil Repals Bines dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah sat Kepala
| yang 1sifis dan lertinggl pangkatnys onfak mewakili Kepala Dinas dengan
i Bipi
BAB V'
Ketentuan Penuie)
Pasal 26

Hal-...! yang belum diatur dalam Peraturan ini, akon diatur terseadiri dengan
Kepul.san Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan
memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setin a
mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peratwran Daerah ini depen

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPK *NDI : SINGKIL
PADA 1 AN ,GAL : 21 JUNI 2000

BUP, I ACEH SINGKIL
Cap/ato

IL MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalumn Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomiy 17 Tahun 2000 Scn D Ncmor 4
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